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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Di Indonesia saat ini sedang melaksanakan pembangunan nasional 

di berbagai bidang dengan beberapa target peningkatan pada hasil-hasil 

pembangunan tersebut bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Di antara 

sekian banyak sektor pembangunan nasional tersebut, pembangunan di 

bidang perekonomian ialah salah satu agenda yang sangat penting dan 

sangat berpengaruh langsung terhadap kehidupan masyarakat di Indonesia. 

Perdagangan merupakan salah satu bidang yang menunjang kegiatan 

ekonomi dalam kehidupan masyarakat, di samping itu juga pun 

mempengaruhi kondisi perekonomian nasional. Peranan perdagangan 

sangat penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara 

berkesinambungan, meningkatkan pelaksanaan pembangunan nasional 

guna mewujudkan pemerataan pembangunan juga hasil-hasilnya serta 

memelihara kemantapan stabilitas nasional. Salah satu upaya yang dapat 

dilakukan guna merealisasikan pertumbuhan ekonomi secara signifikan 

disektor perdagangan, khususnya di era globalisasi adalah melalui proses 

penerapan antara sistem perdagangan dengan teknologi informasi.Saat ini 

pengembangan dan penerapan teknologi informasi di sektor ekonomi telah 

berkembang dengan cepat. Pengembangan dan penerapan teknologi 

informasi yang demikian cepat telah mengakibatkan semakin mudahnya 
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arus informasi yang dapat diperoleh masyarakat, sekaligus memudahkan 

orang untuk melakukan komunikasi satu sama lain dengan melintas batas 

ruang dan waktu. Globalisasi dalam dunia ekonomi, khususnya pada sector 

perdagangan, semakin dimudahkan dengan adanya internet (Interconnected 

Networking) sebagai media komunikasi yang cepat. 

Transaksi perdagangan dapat dilakukan secara langsung maupun 

secara tidak langsung, dalam arti melalui media internet (dunia maya/cyber 

space). Transaksi perdagangan dengan memanfaatkan sarana internet telah 

mengubah dunia bisnis dari pola perdagangan tradisional menjadi sistem 

perdagangan yang lebih modern, yaitu sistem perdagangan secara virtual 

dan dikenal dengan istilah Electronic Commerce. Pada perkembangannya 

Electronic Commerce (E-Commerce) lahir selain disebabkan oleh adanya 

perkembangan teknologi informasi, juga karena tuntutan masyarakat 

terhadap pelayanan yang serba cepat, mudah, praktis, dan tersedianya 

kualitas yang lebih baik. 

Transaksi perdagangan secara elektronik di Indonesia 

memperlihatkan perkembangan yang sangat pesat, dalam hal ini teknologi 

internet khususnya e-commerce memiliki pengaruh yang sangat besar 

terhadap perdagangan global. Perkembangan yang sangat pesat dari 

Electronic Commerce (e-commerce) ini disebabkan oleh beberapa hal, 

sebagai berikut:1 

 

 

 
 

1 Ibid., hlm. 9 
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1. Electronic Commerce mempunyai kemampuan untuk 

menjangkau lebih banyak pelanggan dan setiap saat pelanggan 

dapat mengakses seluruh informasi secara terus-menerus; 

2. Electronic Commerce dapat mendorong kreatifitas dari pihak 

penjual secara tepat dan cepat serta pendistribusian informasi 

yang disampaikan berlangsung secara periodik; 

3. Electronic Commerce dapat menciptakan efisiensi yang tinggi, 

murah, dan informatif; 

4. Electronic Commerce dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, 

dengan pelayanan yang cepat, mudah, aman, dan akurat; 

 

Meskipun penggunaan internet dalam transaksi perdagangan dapat 

menjanjikan berbagai kemudahan, namun hal ini tidak mengartikan 

Electronic Commerce merupakan suatu sistem yang terbebas dari masalah, 

khususnya bagi negara yang belum mengatur mengenai Electronic 

Commerce. Pada praktiknya telah banyak kasus-kasus yang merugikan 

konsumen sebagai akibat dari penggunaan media internet dalam transaksi 

perdagangan ini2. Kasus tersebut misalnya adanya tindakan wanprestasi dari 

pelaku usaha terhadap konsumennya dalam suatu transaksi jual beli melalui 

internet, dalam hal ini konsumen telah melakukan pembayaran melalui 

fasilitas internet banking kepada pelaku usaha, namun pelaku usaha tidak 

mengirimkan barang yang telah dibeli konsumen atau pelaku usaha keliru 

 
 

2 M. Arsyad Sanusi, Transaksi Bisnis dalam Electronic Commerce, (Jurnal Hukum, Nomor 

16 Vol. 8, 2001). 
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dalam mengirimkan barang tersebut, sehingga hal ini merugikan konsumen. 

Selain itu sering pula terjadi perbuatan-perbuatan yang dapat 

dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. 

Saat ini di Indonesia telah ada Undang- Undang Nomor 11 Tahun 

2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut 

Undang-Undang ITE). Pada Undang-Undang ITE tersebut telah ada 

pengaturan mengenai transaksi elektronik termasuk perdagangan melalui 

internet, namun seringkali tidak dapat mengakomodir kasus perbuatan 

melawan hukum dalam transaksi elektronik tersebut dikarenakan luasnya 

cakupan pengertian perbuatan melawan hukum yang tidak diatur secara 

eksplisit atau secara khusus dalam Undang-Undang ITE tersebut. 

Pengaturan tentang perbuatan melawan hukum hanya diatur dalam Pasal 

1365 KUHPer, yang memerlukan penafsiran hukum dalam menerapkan 

ketentuan tersebut terhadap kasus-kasus perbuatan melawan hukum dalam 

E-commerce. Terlebih lagi seringkali perbuatan melawan hukum langsung 

dianggap sebagai sebuah perbuatan pidana, sehingga menimbulkan 

kesulitan dalam menuntut kerugian materil dan immaterial, karena sanksi 

pidana hanya memberikan hukuman badan dan atau denda yang tujuannya 

menimbulkan efek jera kepada pelaku. 

Transaksi via online atau menggunakan internet disamping 

memberikan manfaat yang positif yakni adanya kemudahan bertransaksi, 

namun juga akan menimbulkan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) seperti 

halnya perkara dengan Putusan No.82/Pdt.G/2013/PN.Yk. terhadap 
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Suhartatik Karuniawati Alias Mey Fung yang bertindak sebagai Penggugat 

melawan Rosita Vidiastria sebagai Tergugat I dan Rusdi sebagai Tergugat 

II. Dalam duduk perkaranya, antara Penggugat dengan Tergugat I 

sebelumnya sudah saling kenal melalui Face book via internet dan dari 

hubungan tersebut lahirlah kerja sama bisnis dalam hal pemesanan Gadget 

Handphone segala merk dan tipe Handphone.3 

Pokok dari perkara yang disidangkan di Pengadilan Negeri 

Yogyakarta itu pada dasarnya gugatan Penggugat menggugat para Tergugat 

adalah agar Tergugat membayar ganti rugi materiil maupun in-materiil 

secara langsung dan sekaligus (lump-sum) sebesar Rp. 1639.682.000,- 

sebagai akibat tindakan sewenang-wenang/Perbuatan Melawan Hukum 

(PMH) dari para Tergugat yang tidak mengakui pernah menerima 

pengembalian uang/refund dan barang-barang Handphone dari Penggugat.4 

Untuk dapat mengatakan, bahwa tindakan/perbuatan Para Tergugat 

yang tidak mengakui pernah menerima pengembalian uang dan barang- 

barang berupa handphone dari Penggugat adalah suatu tindakan atau 

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yakni telah merugikan Penggugat, maka 

tindakan/perbuatan Para tergugat tersebut haruslah dibuktikan sebagai suatu 

tindakan perbuatan yang bertentangan atau melawan hukum juga haruslah 

memenuhi semua unsur atau faktor-faktor dari Perbuatan Melawan Hukum 

tersebut. 

 

 
 

3 Putusan No. 82/Pdt.G/2013/PN.Yk. 
4 Putusan No. 82/Pdt.G/2013/PN/Yk. 
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Onrechtmatigedaad (perbuatan melawan hukum), pada Pasal 1365 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Pasal 1401 KUHPerdata, yang 

menetapkan: 

“Elke onrecthamatigedaad, waardoor aan een ander schade wordt 

toegebragt, stelt dengene door wiens shuld die schade veroorzaakt is in de 

verpligting om dezelve te vergoeden”. 

Soebekti dan Tjitrosudibio menterjemahkannya sebagai berikut: 

 

“Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada 

seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan 

kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. 

Adapula syarat-syarat dan unsur perbuatan melawan hukum, 

sebagai berikut: 

a. Ada suatu perbuatan 

 

b. Perbuatan itu melawan hukum 

 

c. Ada kesalahan dari pelaku 

 

Namun, berdasarkan Putusan No. 82/Pdt.G/2013/PN/Yk. Majelis 

Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak dapat dibuktikan salah, karena 

gugatan Penggugat bersifat tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel) karena 

surat gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat substansil surat gugatan. 

Oleh karena itu penulis ingin membahas dan mengkaji tentang 

pertimbangan hakim dalam Putusan No. 82/Pdt.G/2013/PN/Yk. sudah tepat 

dan bagaimana seharusnya proses pembuktian Perbuatan Melawan Hukum 

(PMH) oleh Penggugat dalam Putusan No. 82/Pdt.G/2013/PN/Yk. 
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Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik 

untuk mengajukan skripsi yang berjudul “ANALISIS PERBUATAN 

MELAWAN HUKUM DALAM E-COMMERCE (Studi Kasus Putusan 

No. 82/Pdt.G/2013/PN/Yk.)”. 

 
 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah : 

a. Apakah pertimbangan hakim dalam Putusan No. 

 

82/Pdt.G/2013/PN/Yk. sudah tepat? 

 

b. Bagaimana seharusnya proses pembuktian Perbuatan Melawan Hukum 

(PMH) oleh Penggugat dalam Putusan No. 82/Pdt.G/2013/PN/Yk.? 

 
 

C. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan penelitian ini adalah: 

 

a. Untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam Putusan No. 

 

82/Pdt.G/2013/PN/Yk. sudah tepat atau tidak. 

 

b. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana seharusnya proses 

pembuktian Perbuatan Melawan Hukum (PMH) oleh Penggugat dalam 

Putusan No. 82/Pdt.G/2013/PN/Yk. 

 
 

D. Manfaat Penelitian 

 

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Manfaat Teoritis, 

 

Penelitian secara teoritis ini diharapkan bermanfaat bagi 

pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai pertimbangan hakim 

dalam suatu Putusan dan proses pembuktian khususnya Perbuatan 

Melawan Hukum (PMH) oleh Penggugat dalam suatu Putusan. 

2. Manfaat Praktis, 
 

Penelitian secara praktis ini diharapkan dapat bermanfaat dan 

menambah pengetahuan mengenai pertimbangan hakim dalam suatu 

Putusan itu sudah tepat atau belum, kemudian diharapkan dapat 

bermanfaat dalam memahami proses pembuktian khususnya Perbuatan 

Melawan Hukum (PMH) dalam suatu Putusan. 

 
 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

 

Ruang lingkup skripsi ini dibatasi hanya membahas pertimbangan 

hakim dalam Putusan No. 82/Pdt.G/2013/PN/Yk. sudah tepat atau tidak. 

Serta menganalisis bagaimana seharusnya proses pembuktian Perbuatan 

Melawan Hukum (PMH) oleh Penggugat dalam Putusan No. 

82/Pdt.G/2013/PN/Yk. 

 
 

F. Kerangka Teori 

 

Dalam penelitian ini ada beberapa kerangka teoritis yang akan 

digunakan karena kerangka teoritis merupakan hal yang penting dan 

merupakan dasar- dasar operasionalnya. Kerangka teori merupakan suatu 
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sistem gagasan dan abstraksi yang memadatkan dan mengorganisasi 

berbagai pengetahuan manusia tentang dunia sosial sehingga 

mempermudah manusia dalam memahaminya, kerangka teori bukan hanya 

sekedar definisi dari berbagai macam buku tetapi lebih kepada penggalian 

teori yang dapat digunakan penulis untuk menjelaskan hakikat dari gejala 

yang akan diteliti. Maka teori yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah: 

1. Teori Pertimbangan Hakim 

 

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara 

yang sedang di periksa dan diadili oleh hakim. Pengambilan 

keputusan sangat diperlukan oleh hakim atas sengketa yang 

diperiksa dan diadilinya. Hakim harus dapat mengolah dan 

memproses data-data yang diperoleh selama proses persidangan, 

baik dari bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan maupun 

sumpah yang terungkap dalam persidangan. Sehingga keputusan 

yang akan dijatuhkan dapat didasari oleh rasa tanggung jawab, 

keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme dan bersifat obyektif. 

Dalam memutus perkara yang terpenting adalah kesimpulan 

hukum atas fakta yang terungkap dipersidangan. Untuk itu hakim 

harus menggali nilai-nilai, mengikuti, dan memahami nilai-nilai 

hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. 5 Sumber 

hukum yang dapat diterapkan oleh hakim dapat berupa peraturan 

perundang-undangan berikut peraturan pelaksanaanya, hukum tidak 

 
5 Pasal 5 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. 
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tertulis (hukum adat), putusan desa, yurisprudensi, ilmu 

pengetahuan maupun doktrin/ajaran para ahli.6 

Menurut Sudikno Mertokusumo, legal reasoning atau 

pertimbangan hukum ini berguna dalam mengambil pertimbangan 

untuk memutuskan suatu kasus. Seorang hakim sebelum 

menjatuhkan putusannya harus memperhatikan serta mengusahakan 

seberapa dapat jangan sampai putusan yang akan dijatuhkan nanti 

memungkinkan timbulnya perkara baru. Putusan harus tuntas dan 

tidak menimbulkan ekor perkara baru. Tugas hakim tidak berhenti 

dengan menjatuhkan putusan saja, akan tetapi juga menyelesaikan 

sampai pada pelaksanaannya. Dalam perkara perdata hakim harus 

membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya 

mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya 

peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.7 

Dalam prakterk peradilan perdata dikenal sumber hukum berupa 

Burgerlijk Wetboek (BW) yang terdiri dari 1993 Pasal. BW tersebut 

berdasarkan Pasal 1 Aturan Peradilan UUD 1945 (amandemen) 

masih berlaku hingga saat ini. BW berlaku untuk sebagian 

warganegara Indonesia yaitu: a) mereka yang termasuk golongan 

Eropa; b) mereka yang termasuk golongan Tiong Hoa dengan 

beberapa pengecualian dan tambahan seperti termuat dalam 

 

6 R. Soeparmono, Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi, (Bandung, Mandar Maju, 

2005), hlm. 146. 
7 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta, Liberty, 2002), 

hlm. 108. 
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Lembaran Negara tahun 1917-129 (lampiran II); dan c) mereka yang 

termasuk golongan Timur Asing selain daripada Tiong Hoa dengan 

pengecualian dan penjelasan seperti termuat dalam Lembaran 

Negara tahun 1924 -556 (lampiran I).8 Sementara itu untuk golongan 

Bangsa Indonesia Asli berlaku hukum adat yang sejak dahulu telah 

berlaku di kalangan rakyat, yang sebagian besar masih belum 

tertulis, tetapi hidup dalam tindakan-tindakan rakyat, mengenai 

segala soal dalam kehidupan masyarakat.9 

2. Teori Perbuatan Melawan Hukum 

 

Perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih 

luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan 

hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan 

undang-undang pidana saja tetapi juga jika perbuatan tersebut 

bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan 

ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan 

perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan 

untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang 

dirugikan.10 

Perbuatan melawan hukum itu sendiri dalam bahasa Belanda 

disebut dengan onrechmatige daad dan dalam bahasa Inggris disebut 

 

 

8 R. Subekti dan R. Tjirosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta, PT. 

Pradnaya Paramitha, 2004), hlm. vi-vii. 
9 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta, PT. Intermasa, 1996), hlm. 10. 
10 Rachman Setiawan, Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum, (Bandung, PT. 

Alumni, 1982), hlm. 15. 
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tort, yang berarti salah (wrong). Namun, khususnya dalam bidang 

hukum, kata tort itu sendiri berkembang sedemikian rupa sehingga 

berarti kesalahan perdata yang bukan berasal dari wanprestasi dalam 

suatu perjanjian kontrak. Sehingga pada prinsipnya, tujuan 

dibentuknya suatu sistem hukum yang kemudian dikenal dengan 

perbuatan melawan hukum ini adalah untuk dapat mencapai seperti 

apa yang dikataka dalam pribahasa bahasa Latin, yaitu juris 

praecepta sun lexec, honestevivere, alterum non laedere, suum 

cuique tribuere (semboyan hukum adalah hidup secara juju, tidak 

merugikan orang lain dan memberikan orang lain haknya). 

Onrechtmatigedaad (perbuatan melawan hukum), pada Pasal 

1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Pasal 1401 

KUHPerdata, yang menetapkan: 

“Elke onrecthamatigedaad, waardoor aan een ander schade 

wordt toegebragt, stelt dengene door wiens shuld die schade 

veroorzaakt is in de verpligting om dezelve te vergoeden”. 

Soebekti dan Tjitrosudibio menterjemahkannya sebagai berikut: 

“Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian 

kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya 

menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. 

 

Para pihak yang melakukan perbuatan hukum itu disebut sebagai 

subjek hukum yaitu bias manusia sebagai subjek hukum dan juga 

badan hukum sebagai subjek hukum. 
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Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 s/d Pasal 

1380 KUH Perdata. Pasal 1365 menyatakan, bahwa setiap perbuatan 

yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain 

menyebabkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian 

mengganti kerugian tersebut. Perbuatan melawan hukum dalam 

KUH Perdata berasal dari Code Napoleon. 

Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

Indonesia, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar 

hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh 

seseorang, yang karena kesalahannya itu telah menimbulkan 

kerugian bagi orang lain. 

Pasal 1365 KUHPerdata berbunyi: 

 

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian 

kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya 

menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”11 

Istilah “melanggar” menurut MA Moegni Djojodirdjo hanya 

mencerminkan sifat aktifnya saja sedangkan sefiat pasifnya 

diabaikan. Pada istilah “melawan” itu sudah termasuk pengertian 

perbuatan yang bersifat aktif maupun pasif.12 

Adapula syarat-syarat dan unsur perbuatan melawan hukum, 

sebagai berikut: 

 

11 R. Subekti dan R. Tjitrisudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: PT. 

Pradnya Paramita, 1992), hlm. 346. 
12 MA. Moegni Djojodirjo, Perbuatan Melawan Hukum, (Jakarta: PT. Pradnaya Paramita, 

1982), hlm. 13 
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a. Ada suatu perbuatan 

 

Perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan melawan hukum 

yang dilakukan oleh pelaku. Secara umum perbuatan ini 

mencakup berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. 

b. Perbuatan itu melawan hukum 

 

1. Perbuatan melanggar Undang-Undang. 

 

2. Perbuatan melanggar hak orang lain yang dilindungi 

hukum. 

Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain 

termasuk salah satu perbuatan yang dilarang oleh Pasal 

1365 KUHPerdata. Hak yang dilanggar tersebut adalah 

hak-hak seseorang yang diakui oleh hukum, termasuk 

tetapi tidak terbatas pada hak-hak sebagai berikut: 

a. Hak-hak pribadi 

 

b. Hak-hak kekayaan 

 

c. Hak-hak kebebasan 

 

d. Hak atas kehormatan dan nama baik 

 

Yang dimaksud dengan melanggar hak orang lain adalah 

melanggar hak subjektif orang lain, yaitu wewenang 

khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang 

untuk digunakan bagi kepentingannya. 

3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (geode 

zeden). 
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Dapat dinyatakan sebagai norma-norma moral yang 

dalam pergaulan masyarakat telah diterima sebagai 

norma-norma hukum. Tindakan yang melanggar 

kesusilaan yang oleh masyarakat telah diakui sebagai 

hukum tidak tertulis juga dianggap sebagai perbuatan 

melawan hukum, manakala dengan tindakan melanggar 

kesusialaan tersebut telah terjadi kerugian bagi para 

pihak lain, maka berdasarkan atas perbuatan melawan 

hukum. 

4. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum 

pelaku. 

Perbuatan ini juga termasuk ke dalam kategori perbuatan 

melawan hukum jika perbuatan tersebut bertentangan 

dengan kewajiban hukum dari pelakunya. 

c. Ada kesalahan dari Pelaku. 
 

Pasal 1365 KUHPerdata kesalahan dinyatakan sebagai 

pengertian umum, dapat mencakup kesengajaan maupun 

kelalaian. Menurut H.F Vollmar, bahwa untuk adanya 

kesalahan ada pertanyaan sebagai berikut:13 

 

 

 

 

 

 

 
 

13 Purwahid Patrik, Dasar-Dasar Hukum Perikatan, (Bandung, Mandar Maju, 1994), hlm. 

82. 
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Kesalahan dalam arti subjektif atau abstrak, yaitu apakah 

orang yang bersangkutan umumnya dapat 

dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu? 

Kesalahan dalam arti objektif atau konkrit, yaitu apakah ada 

keadaan memaksa (overmacht) atau keadaan darurat 

(noodoestand). Dalam hal ini orang tersebut dapat 

dipertanggungjawabkan perbuatannya namun karena ada 

keadaan memaksa maka tidak ada kesalahan. 

Suatu tindakan dianggap mengandung unsur kesalahan, 

sehingga dapat diminta pertanggungjawaban hukum, jika 

memenuhi unsur- unsur sebagai berikut: 

a. Ada unsur kesengajaan 

 

b. Ada unsur kelalaian (negligence, culpa) 

 

c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf 

(rechtvaardigingsgrond), seperti keadaan 

overmacht, membela diri, tidak waras dan lain- 

lain. 

d. Ada kerugian korban 

 

3. Teori Perjanjian 

 

Perjanjian berasal dari bahasa belanda yakni overeenkomst dan 

dalam bahasa inggris dikenal Dengan istilah agreement.14 Di 

 

 
 

14 M. Syamsudin, Operasionalisasi Penelitian Hukum, (Jakarta, Grafindo Persada, 2007), 

hlm. 61. 
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Indonesia, perjanjian sering dikenal dengan istilah persetujuan. 

Perjanjian ialah salah satu sumber perikatan, yang menciptakan 

suatu kewajiban pada satu pihak dan dengan pihak lainnya. 

Perjanjian diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada 

pasal 1313 KUHPerdata yang berbunyi : “Sesuatu persetujuan 

adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan 

diri terhadap satu orang atau lebih” 

Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu hubungan hukum 

antara dua orang atau lebih berdasarkan mana pihak yang satu berhak 

menuntut sesuatu dari pihak yang lain dan pihak yang lain tersebut 

berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. 

Pengertian perjanjian ialah hubungan timbal-balik antara pihak 

yang mengikatkan diri didalam suatu prestasi, dalam memperoleh 

hak-hak melalui perjanjian tersebut juga memperoleh kewajiban- 

kewajiban sebagai bentuk konsekuensi atas hak yang 

diperolehnya.15 

Selain itu juga, penulis mengangkat suatu masalah yang 

berhubungan dengan keabsahan dari suatu perjanjian di dalam 

Transaksi Elektronik. Menurut pasal 1320 KUHPerdata, suatu 

perjanjian yang sah, apabila memenuhi empat syarat sebagai berikut: 

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya; 

 

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 
 

 
 

15 Ratna Artha Windari, Hukum Perjanjian, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2014), hlm. 2. 
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3. Suatu hal tertentu; 

 

4. Suatu sebab yang halal. 

 

 

Syarat sah perjanjian terdiri dari syarat Subjektif dan syarat 

Objektif yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata, yaitu : 

1. Syarat Subjektif 
 

Apabila tidak terpenuhinya syarat tersebut, maka 

mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan, Syarat Subjektif terdiri 

dari : 

a. Adanya kesepakatan antara kedua pihak yang mengikatkan 

dirinya 

b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian 

 

2. Syarat Objektif 

 

Apabila tidak terpenuhinya syarat tersebut, maka 

mengakibatkan perjanjian batal demi hukum, Syarat Objektif terdiri 

dari : 

a. Suatu hal tertentu 

 

b. Suatu sebab yang tidak terlarang 

 

Sebelum terjadinya perjanjian maka ada kesepakatan antara 

kedua pihak, salah satu pihak dalam perjanjian menyampaikan 
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terlebih dahulu apa yang di inginkan oleh pihak lain dan 

diperkenankan untuk disepakati.16 

 
 

G. Metode Penelitian 

 

Metode penelitian sebagai ilmu tentang penelitian, mengajarkan 

secara teoritis tentang prinsip-prinsip umum metode penelitian, 

metode penelitian sebagai cara kerja ilmiah dalam penelitian 

dilaksanakan mulai dari menetapkan sifat dan karakter penelitian, 

merumuskan permasalahan sebagai objek sasaran inti penelitian. 

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah: 

 

1. Jenis Penelitian 

 

Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah 

yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah 

pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama 

dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas 

hukum serta peraturan perundang-undangan yang 

berhubungan dengan penelitian ini. Metode yuridis normatif 

juga disebut sebagai penelitian doktrinal yaitu suatu 

penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis 

dalam buku, maupun hukum yang diputuskan hakim melalui 

proses pengadilan. 

 

 
 

16 Kartini Muljadi Widjaja, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, (Jakarta, PT. Raja 

Grafindo Persada), hlm. 91. 
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Penelitian hukum secara yuridis maksudnya 

penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada 

ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan 

bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang 

bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang 

hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan 

penerapan dalam prakteknya. Dalam penelitian hukum 

normatif maka yang diteliti pada awalnya data sekunder 

untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian tehadap data 

primer dilapangan atau terhadap prakteknya. 

2. Pendekatan Penelitian 

 

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian 

hukum dengan mengutamakan bahan pustaka atau dokumen 

yang disebut dengan data sekunder, yang berupa bahan 

humum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum 

tersier. 

Hukum normative terdapat lima pendekatan,4 yaitu; 

Pertama pendekatan undang-undang (statue approach), 

Kedua pendekatan kasus (case approach), Ketiga 

pendekatan historis (historical approach), dan Kelima 

pendekatan konseptual (conceptual approach). Dari kelima 

pendekatan hukum normative, maka metode pendekatan 

yang digunakan oleh peneliti ialah pendekatan undang- 
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undang karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan 

hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu 

penelitian.17 

Pendekatan yang digunakan merujuk pada 

pendekatan peraturan perundang-undangan. Data yang 

diperoleh bahan hukum primer meliputi segala peraturan 

perundang-undangan terkait, bahan sekunder meliputi buku, 

literatur dan jurnal. Pendekatan undang-undang adalah 

menelaah semua undang-undang dan regulasi yang 

bersangkut paut dengan isu yang sedang ditangani. 

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah 

undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan 

Perbuatan Melawan Hukum yaitu, Undang-Undang Dasar 

Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik. 

3. Sumber Data 
 

Sumber data adalah subjek dari mana sebuah data 

bisa diperoleh.6 Pada penelitian hukum yuridis normatif 

sumber data yang diperlukan bersifat data sekunder. Dan 

data sekunder itu sendiri artinya yaitu data yang mencakup 

 

 
 

17 Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayumedia 

Publishing, 2007), hlm. 302. 
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dokumen-dokumen resmi, seperti buku-buku, hasil 

penelitian yang berjudul laporan dan sebagainya. Dan data 

itu terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder 

dan bahan hukum tersier, yaitu dapat berupa sebagai berikut: 

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan yang 

mengikat yang terdiri dari kesatuan perundang- 

undangan yang berkaitan dengan permasalahan 

yang akan ditulis dari dalam proposal skripsi, 

antara lain: 

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

b. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 

Tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik; 

c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(KUHPer) Buku Ketiga; 

d. Putusan No. 82/Pdt.G/2013/PN.Yk. 

 
 

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang 

memberikan penjelasan mengenai bahan hukum 

primer, seperti rancangan undang-undang, hasil 

penelitian, atau pendapat para pakar hukum. 

Bahan hukum sekunder ini bersifat menjelaskan 

bahan hukum primer berupa buku literature, hasil 
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penelitian para pakar hukum dan jurnal hukum 

untuk memperluas wawasan penulis dalam 

penulisan proposal skripsi ini; 

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang 

memberikan petunjuk maupun penjelasan 

terhadap bahan hukum sekunder, seperti kamus 

hukum atau kamus lain yang berkaitan dengan 

permasalahan yang ditulis dalam proposal skripsi 

ini. 

 

4. Teknik Pengumpulan Data 

 
 

Teknik pengumpulan bahan hukum dan data 

dilakukan dengan cara mengumpulkan sumber data melalui 

data primer maupun data sekunder, yang disesuaikan 

dengan penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian ini 

juga menggunakan studi pustaka, yaitu pengumpulan data 

dengan melakukan penelusuran dalam bahan pustaka, 

undang-undang, jurnal dan yang lainnya kemudian 

menyandingkan pembahasan terhadap literatur-literatur 

yang berkaitan. 

 

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
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Pengolahan data yaitu bagaimana cara mengelola 

data yang berhasil dikumpulkan untuk memungkinkan 

penelitian tersebut melakukan analisis yang sebaik- 

baiknya. Analisa data merupakan bentuk Analisa yang 

bagaimana dalam menafsirkan data yang diperoleh dapat 

sesuai dengan apa yang direncanakan dalam penelitian. 

Pengolahan dan analisa data pada dasarnya 

tergantung pada jenis datanya, karena jenis penelitian ini 

menggunakan penelitian hukum normatif, maka dalam 

proses pengolahan dan analisis data bahan hukum tersebut 

tidak bisa melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang 

dikenal dalam ilmu hukum. 

Sesuatu analisis yuridis normatif pada hakikatnya 

menekan pada metode deduktif sebagai pegangan utama, 

dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang analisis 

normatif terutama mempergunakan bahan-bahan 

kepustakaan sebagai sumber data penelitian. 

Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu 

kesimpulan yaitu merupakan jawaban atas permasalahan 

yang diangkat dalam penelitian ini. 

 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

 

Metode penarikan kesimpulan yang akan penulis 

lakukan yaitu secara deduktif, merupakan kemampuan 
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berfikir yang didasarkan pada hal yang bersifat umum, 

kemudian ditarik sebuah kesimpulan pada fakta yang 

bersifat khusus18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 Amirudin dan Zainul Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2004), hlm. 25 
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